
BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR           :   000.7.2.6/Kep.1156     -BPBD/2023

LAMPIRAN     :  1  (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERLJA BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang            :    a.  bahwa   berdasarkan   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri
Nomor 86 Tahun  2017  tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian  dan  Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata
Cara   Evaluasi   Rancangan   Peraturan   Daerah   Tentang+

Rencana   Pembangunan  Jangka   Panjang   Daerah   dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata  Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang     Daerah,     Rencana     Pembangunan     Jangka
menengah    Daerah    dan    Rencana    Kerja    Pemerintah
Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja
dengan berpedoman pada Rencana Strategis;

b.  bahwa   berdasarkan   ketentuan   Pasal   125   Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara      Perencanaan,      Pengend.alian      dan      Evaluasi

Pembangunan  Daerah,  Tata  Car'a  Evaluasi  Rancangan
Peraturan    Daerah    Tentang    Rencana    Pembangunan
Jangka   Panjang   Daerah   dan   Rencana   Pembangunan
Jangka  Menengah  Daerah,  serta  Tata  Cara  Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan  Jangka  menengah  Daerah  dan  Rencana
Kerja  Pemerintah  Daerah,   dalam  rangka  Penyusunan
Perubahan    Rencana    Kerja    Badan    Penanggulangan



Mengingat

Bencana    Daerah    perlu    membentuk   Tim    Penyusun
Perubahan    Rencana    Kerja    Badan    Penanggulangan
Bencana Daerah;

c.  bahwa      berdasarkan       pertimbangan       sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan  Bupati   tentang  Tim  Penyusun   Perubahan
Rencana Kerja Badan Penanggulangan  Bencana Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

1.   Undang-Undang    Nomor     14    Tahun     1950     tentang

Pembentukan      Daerah-Daerah      Kabupaten      Dalam
Lingkungan    Propinsi    Djawa    Barat    (Berita    Negara

Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana

telah     diubah     dengan     Undang-Undang     Nomor     4

Tahun      1968      tentang      Pembentukan      Kabupaten
furwakarta dan  Kabupaten  Subang dengan  Mengubah
Undang-Undang    Nomor     14    Tahun     1950     tentangi

Pembentukan      Daerah-Daerah      Kabupaten      Dalam
Lingkungan   Propinsi   Djawa   Barat   (Lembaran   Negara

Republik Indonesia    Tahun  1968 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2004  tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional  (Ilembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.   Undang-Undang    Nomor    23    Tahun     2014     tentang.

Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana

telah sebagaimana telah diubah beberapa kali,  terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang
Penetapan         Peraturan         Pemerintah         Pengganti
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022   tentang  Cipta
Kelja    menjadi    Undang-Undang    (Lembaran    Negara

Republik  Indonesia Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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4.   Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan       Pemerintah       Pengganti       Undang-Undang
Nomor   1   Tahun   2020   tentang   Kebijakan   Keuangan

Negara     dan     Stabilitas     Sistem     Keuangan     untuk
Penanganan    Pandemi    Coroncz    VlrtJs    Disecise    2019

(COVID-19)     dan/atau     dalam     rangka     menghadapi
Ancaman yang membahayakan perekonomian    Nasional
dan/atau      Stabilitas      Sistem      Keuangan      menjadi
Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2020  Nomor  87,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia  Nomor 6485);

5.   Peraturan   Pemerintah   Nomor  2  Tahun  2018   tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun  2018  Nomor  2,  Tambahan  Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang
Pengelolaan    Keuangan    Daerah     (Lembaran     Negara
Republik  Indonesia Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2019  tentang
Laporan    dan    Evaluasi    Penyelenggaraan    Pemerintah
Daerah      (Lembaran      Negara      Republik      Indonesia

Tahun  2019  Nomor  52,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

8.   Peraturan   Presiden   Nomor   59   Tahun   2017   tentang

Pelaksanaan      Pencapaian      Tujuan      Pembangunan
Berkelanjutan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia

Tahun 2017 Nomor  136 );

9.   Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tentang   Tata   Cara   Perencanaan,   Pengendalian   dan
Evaluasi   Pembangunan   Daerah,   Tata   Cara   Evaluasi `
Rancangan     Peraturan     Daerah     tentang     Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  dan  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan   Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang
Daerah,    Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah



Daerah,  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor  1312);

10. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun  2019

tentang     Klasifikasi,     Kodefikasi,     dan     Nomenklatur

Perencanaan    Pembangunan    dan    Keuangan    Daerah

(Berita     Negara     Republik     Indonesia     Tahun     2019
Nomor   1447)  junto  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri

Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan

Validasi    Pemutakhiran    Klasifikasi,    Kodefikasi,    dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

11. Peraturan  Menteri Dalam Negeri  Nomor  18 Tahun 2020

tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah
Nomor  13  Tahun  2019  tentang  Laporan  dan  Evaluasi

Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (Berita  Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

12. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan  Keuangan Daerah

(Berita     Negara     Republik     Indonesia    Tahun     2020
Nomor  1781);

13.Peraturan    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Nomor     12

Tahun    2016    tentang    Pembentukan    dan    Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah
Kabupaten  Cirebon  Tahun  2016  Nomor   12,   Seri  D.7)

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah
Kabupaten   Cirebon   Nomor    1    Tahun   2021    tentang

Perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Nomor    12   Tahun   2016   tentang   Pembentukan   dan

Susunan     Perangkat     Daerah     Kabupaten     Cirebon

(Lembaran   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Tahun   2021
Nomor  1);

14.Peraturan     Daerah     Kabupaten     Cirebon     Nomor     7
Tahun      2019       tentang      Rencana      Pembangunan
Jangka      Menengah      Daerah      Kabupaten      Cirebon
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan     Daerah     Kabupaten     Cirebon     Nomor    6
Tahun 2021  tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor  7  Tahun  2019  tentang  Rencana  Pembangunan
Jangka      Menengah      Daerah      Kabupaten      Cirebon
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2021  Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2022 tentang

Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Badan  Penanggulangan
Bencana   Daerah   (Berita   Daerah   Kabupaten   Cirebon

Tahun 2022 Nomor 32).

MEMUTUSRAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

:   Tim      Penyusun     Perubahan      Rencana      Kerja     Badan
Penanggulangan    Bencana    Daerah    Kabupaten    Cirebon
Tahun  2023,  dengan  Susunan  Keanggotaan  sebagaimana
tercantum  dalam  Lampiran yang  merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

:   Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas
untuk   mengumpulkan   data   dan   informasi,   menyusun
dokumen   perencanaan   sesuai   tahapan   data,   tata   cara
termasuk  melakukan  pengendalian  penyusunan  kebijakan
dokumen rencana perangkat daerah.

:   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

padatanggal   30   November   2o23

BUPATI CIREBON,

Tembusan:
1.   Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2.   Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Cirebon.
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LAMPIRAN        :    KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

:    000.7.2.6/Kep.   1156   -BPBD/2023

:    30   November    2023

:    TIM    PENYUSUN    PERUBAHAN    RENCANA
KERJA          BADAN           PENANGGULANGAN
BENCANA  DAERAH  KABUPATEN  CIREBON
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 'KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2023

I.        Penanggung

jawab

11.       Ketua Tim

Ill.     Sekretaris I

Sekretaris 11

IV.     Kelompok Kerja

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

:     Sekretaris     Pelaksana     Badan     Penanggulangan
Bencana Daerah

:     PerencanaAhli Muda

:     Kepala subbagian umum dan Kepegawaian

Pokja I Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Koordinator              :     Kepala Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan

Anggota                      :     1.   Penata penanggulangan Bencana Ahli Muda

2.   Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

Pokja 11 Bidang Kedaruratan dan Logistik

Koordinator              :     Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Anggota                      :     1.    Penata penanggulangan Bencana Ahli Muda

2.   Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

Pokja Ill Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Koordinator Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
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It

Anggota :    1.  Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

2.  Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

BUPATI CIREBON,

ELF
Eiil

IMRON
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PEMERINTAII KABUPATEN CIREB0N
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No.  12 Komplek Perkantoran Pemda Telpffax (0231) 8309887
E-"altl .. bpbdkab.cii.ebon@gI'riail.com

SUMBER                                                                    45611

Kepada
Dari
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

NOTA  DINAS

Bupati Cirebon
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon
360/403/ Sekret
Segera
1  Bundel

:je:m°phe°nnyaunsupnen::druaiaanhgaannaResnu:a:aKeR::]uasanBaBduapnatj pc::eabn°gngj:annt;::    ap
Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023

Disampaikan  dengan  hormat,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  125  Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,  Pengendalian

dan  Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan   Daerah

Tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang   Daerah  dan   Rencana   Pembangunan

Jangka  Menengah  Daerah,  serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka

Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka  menengah  Daerah  dan  Rencana  Keria

Pemerintah  Daerah.  Dalam   rangka  Penyusunan  Rencana  Kerja  Badan  Penanggulangan

Bencana Daerah  Kabupaten Cirebon,  perlu  membentuk Tim  Penyusun  Perubahan  Rencana

Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan  dengan  hal  tersebut  Kami  mohon  kepada  Bapak  dapat  berkenan

menandatangani   Surat   Keputusan   Bupati   Cirebon   tentang   Tim   Penyusun    Perubahan

Rencana   Keria   Badan   Penanggulangan   Bencana   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Tahun

Anggaran 2023.

Demikian  surat  Permohonan  Penandatanganan  Surat  Keputusan  ini  disampaikan,

alas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Sumber,   13 September  2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Cirebon

Dr. DENI NURCAHYA ST., M.Si.
Pembina Tk. I

NIP.197110212005011  cO3

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rayat Daerah;

2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;

3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;

4. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitl{an oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), BSSN


